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BUPATI JTITEPIOIITO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimErna telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang23
Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2016, maka
Peraturan Bupati Nornor O6 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Jeneponto
perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Komunitas Intelljen Daerah
ffOMIIUOA) Ikbupaten Jeneponto;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
Tentang Pembentrrkan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L8221;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OO2
tentang l{epoEsian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Repnrblft Indonesia Tahun 20[t2 Nomor 2, Tambahan Lembaran
!$ega1a Infunesia Nomor 4168);

Un&ng-Undeng Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2AA2
tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RepuHild
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 3, Tambahan kmbaran Negard[
Republik Indonesia Nomor 41691; 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2OO4
tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaO\;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2OO4
tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 127, Tarrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa39);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L7 Tahun zOLt
Tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ?OLL Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52a9l,;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 56791;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2OL4
Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tartbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

lo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2AL2 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan,
Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan
Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5298);

ll.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2O1O
tentang Badan Intelijen Negara;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L 1 Tahun 2006 Tentang
Komunitas Intelijen Daerah ssfongaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L6 Tahun 2OLL Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 20A6 Tentang Komunitas Intelijen Daerah {Berita Negar{
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2LLl; t



l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 903);

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 20O8
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah
Kabupaten JenepontoTahun 2OO8Nomor 1 9O).

MEMUTUSKAN:

Menetapkaa : PERATURAN BUPATI JEIIEPOTTTO TENTANG PERUBAIIAIY ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAIIUN 2015 TEIYTANG
PEMBEITTUI{AI{ KOMUNITAS INTELIJEN DATRAH (KOMTNDAI
KABUPATEN JENEPOITI1O

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 06 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten
Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 6) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Keanggotaan Kominda Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Jeneponto dengan susunan:

Bupati Jeneponto
Kepala Kepolisian Resort Jeneponto
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto

1. Pos Bin Daerah Takalar-Jeneponto
2. Kasat Intel Polres Jeneponto
3. Pasi Intel Kodim t425 Jeneponto.
4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kab. Jeneponto.

2) Unsur terkait lnspektur Kabupaten Jeneponto
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
Setda Kabupaten Jeneponto
Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga dan
Demokratisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto
Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesattran
bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Jeneponto
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Badan,
Kesatrran Bangsa, Politik dan Perlindunganl
Mqstrqrcrkaf Kqlrrrnafen .ferrerrrnfn f

Ketua
Pelaksana Harian
Sekretaris

Anggota-Anggota
1) Unsur Intelljen
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di: Jeneponto
pada tanggal : fl ,4Nu4s.( 20t6

Diu
pada tanggal 17 1ANUAR.I

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016 NOMOR 02.a

ASISTSN PTtt.& KBSBA

KABAS }lUKtTt{ & PER.I'tl

IOSUBAO PER IJIJ & DOK II['KI'I{

Utama Muda
:1.9660420 L991O3 1 008


